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Abstrak 

Penelitian  ini  membahas  implikasi  hukum  yang  terkait  dengan  penggunaan  teknologi  cryptocurrency  dalam
transaksi  keuangan.  Cryptocurrency  telah  mengubah  lanskap  transaksi  keuangan  secara  signifikan,
memperkenalkan aspek-aspek baru yang harus dipertimbangkan dari sudut pandang hukum. Implikasi hukumnya
mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  keabsahan  transaksi  dan  kepemilikan  aset  digital  hingga  perlindungan
konsumen dan kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, penelitian ini menyelidiki kerangka regulasi yang ada dan
tantangan hukum yang mungkin timbul seiring dengan adopsi teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Cryptocurrency, Transaksi Keuangan, Regulasi, Perlindungan Konsumen,
Kewajiban Perpajakan.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak diperkenalkannya Bitcoin  pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran
Satoshi  Nakamoto,  pasar  cryptocurrency  telah  tumbuh  secara  signifikan  dan  menjadi
bagian  integral  dari  sistem  keuangan  global.  Teknologi  blockchain  yang  mendasarinya
menjanjikan  transparansi,  keamanan,  dan  decentralisasi  yang  belum  pernah  terjadi
sebelumnya  dalam  sejarah  keuangan.  Namun,  pertumbuhan  ini  juga  memunculkan
berbagai permasalahan hukum yang kompleks.

Pertama,  ketidakpastian hukum mengenai status cryptocurrency menjadi masalah utama
bagi  pengguna dan investor.  Apakah cryptocurrency  dianggap sebagai  uang,  komoditas,
atau aset  digital  lainnya? Pertanyaan ini  memiliki  implikasi  besar terhadap perpajakan,
regulasi perbankan, dan perlindungan konsumen. Tanpa definisi yang jelas, risiko hukum
dan ketidakpastian investasi dapat menghambat pertumbuhan industri.

Kedua,  pertukaran  cryptocurrency  juga  menghadapi  tantangan  hukum  yang  signifikan.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  telah  terjadi  beberapa  insiden  pertukaran  besar  yang
diretas atau mengalami kebangkrutan, meninggalkan pengguna dengan kerugian finansial
yang besar.  Pertanyaan tentang tanggung jawab hukum pertukaran,  perlindungan dana
pengguna,  dan  kewajiban  penggantian  kerugian  menjadi  pokok  pembicaraan  dalam
konteks ini.

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan cryptocurrency dalam transaksi keuangan
adalah kurangnya kerangka regulasi yang jelas. Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan
kurangnya  intervensi  dari  lembaga  keuangan  tradisional,  banyak  negara  masih  belum
memiliki panduan yang konkret mengenai penggunaan dan pertukaran cryptocurrency. Hal
ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi individu dan perusahaan yang terlibat dalam
transaksi cryptocurrency.

Selain itu, aspek hukum lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah masalah keamanan dan
perlindungan konsumen. Dalam beberapa kasus, terjadi insiden kejahatan seperti pencurian
cryptocurrency dan penipuan investasi yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para
pengguna.  Pertanyaan  tentang  tanggung  jawab  hukum  dalam  hal  ini  menjadi  sangat
penting untuk dijawab.

Di  samping  itu,  pemerintah  juga  dihadapkan  pada  tantangan  dalam  mengawasi  dan
mengatur cryptocurrency untuk mencegah penggunaannya dalam kegiatan ilegal seperti
pencucian uang dan pendanaan terorisme.  Pengembangan kebijakan yang  efektif  untuk
mengatasi  risiko  ini  sambil  tetap  mempertahankan  inovasi  dan  pertumbuhan  ekonomi
menjadi fokus utama dalam konteks hukum cryptocurrency.
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Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang implikasi hukum dari penggunaan
teknologi  cryptocurrency  dalam  transaksi  keuangan  sangat  penting  untuk  membentuk
kerangka  regulasi  yang  sesuai  dan  untuk  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  secara
keseluruhan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam mengkaji implikasi hukum atas penggunaan
teknologi  cryptocurrency  dalam  transaksi  keuangan  adalah  pendekatan  kualitatif.
Penelitian ini akan mengandalkan analisis dokumen dan wawancara untuk mengumpulkan
data yang relevan.

Langkah pertama adalah melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif untuk memahami
lanskap  hukum  yang  berkaitan  dengan  cryptocurrency  dan  transaksi  keuangan.
Selanjutnya,  akan  dilakukan  analisis  terhadap  regulasi  yang  ada  untuk  memahami
bagaimana cryptocurrency diatur secara hukum di berbagai yurisdiksi.

Penelitian akan melibatkan wawancara dengan pakar hukum dan praktisi keuangan untuk
mendapatkan  sudut  pandang  yang  beragam  terkait  implikasi  hukum  dari  penggunaan
cryptocurrency dalam transaksi keuangan. Selain itu, akan dilakukan analisis perbandingan
terhadap pendekatan regulasi cryptocurrency di berbagai negara.

Data yang diperoleh akan dianalisis  secara tematis untuk mengidentifikasi  pola dan tren
terkait implikasi hukum dari penggunaan cryptocurrency dalam transaksi keuangan. Hasil
analisis ini akan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan dalam
mengatasi tantangan hukum yang mungkin muncul.

Selain itu, penelitian akan memperhatikan studi kasus tentang penggunaan cryptocurrency
dalam transaksi keuangan untuk memberikan contoh konkret tentang bagaimana implikasi
hukum tersebut dapat muncul dalam praktiknya. Ini akan memberikan pemahaman yang
lebih  mendalam tentang perbedaan antara teori  dan praktik  dalam pengaturan hukum
terkait cryptocurrency.

Metode  penelitian  ini  juga  akan  memperhitungkan  pendekatan  interdisipliner  dengan
melibatkan  konsep-konsep  ekonomi,  teknologi,  dan  keamanan  dalam  analisis  implikasi
hukum dari penggunaan cryptocurrency. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami
dampak yang lebih luas dari cryptocurrency pada sistem keuangan dan masyarakat secara
keseluruhan.

Seluruh data dan analisis yang dikumpulkan akan disajikan secara holistik dalam laporan
penelitian,  yang  akan  mencakup  pemahaman  mendalam  tentang  implikasi  hukum  dari
penggunaan cryptocurrency dalam transaksi keuangan serta rekomendasi kebijakan yang
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relevan  untuk  merespons  dinamika  yang  terus  berkembang  dalam  teknologi  dan  pasar
keuangan global.

PEMBAHASAN

Penggunaan  teknologi  cryptocurrency  dalam  transaksi  keuangan  menghadirkan
sejumlah  implikasi  hukum  yang  kompleks  dan  menarik.  Pertama-tama,  aspek  regulasi
menjadi  sorotan  utama.  Banyak  negara  masih  berusaha  menyesuaikan  undang-undang
mereka  dengan  perkembangan  baru  ini.  Sebagian  negara  mungkin  memilih  untuk
mengadopsi  pendekatan  proaktif  dengan  menetapkan  kerangka  kerja  yang  jelas  untuk
penggunaan cryptocurrency dalam transaksi keuangan, sementara yang lain mungkin lebih
hati-hati  dan  menetapkan  pembatasan  yang  ketat  atau  bahkan  melarang  penggunaan
cryptocurrency sama sekali.

Selain itu, perhatian juga harus diberikan pada masalah perlindungan konsumen dan
anti-pencucian  uang  (AML).  Karena  sifatnya  yang  anonim  dan  terdesentralisasi,
cryptocurrency  bisa  menjadi  alat  yang  menarik  bagi  para  pelaku  kejahatan  untuk
melakukan  pencucian  uang  atau  membiayai  kegiatan  ilegal  lainnya.  Oleh  karena  itu,
pemerintah  perlu  memperkuat  peraturan  AML  yang  berlaku  dan  memastikan  bahwa
platform dan layanan terkait dengan cryptocurrency mematuhi standar-standar yang ketat
dalam hal identifikasi pengguna dan pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Selain  masalah  regulasi  dan  kepatuhan  hukum,  aspek  perpajakan  juga  perlu
dipertimbangkan. Sebagian besar yurisdiksi menganggap cryptocurrency sebagai aset atau
komoditas,  dan karenanya,  keuntungan yang diperoleh dari  perdagangan atau investasi
dalam  cryptocurrency  dapat  dikenakan  pajak.  Namun,  klasifikasi  pajak  yang  tepat  dan
prosedur pelaporan dapat menjadi rumit karena sifat yang kompleks dan lintas batas dari
transaksi cryptocurrency.

Dalam hal penegakan hukum, tantangan besar juga muncul. Karena sifat yang anonim
dan terdesentralisasi dari cryptocurrency, menyelidiki dan menuntut pelanggar hukum yang
menggunakan teknologi ini untuk tujuan kriminal bisa menjadi sulit. Penegak hukum perlu
mengembangkan  kemampuan  teknis  dan  kolaborasi  lintas-batas  untuk  mengatasi
tantangan ini secara efektif.

Secara keseluruhan, penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan
menimbulkan  sejumlah  implikasi  hukum  yang  memerlukan  perhatian  serius  dari
pemerintah, lembaga regulasi,  dan pelaku pasar. Sementara potensi inovasi  dan efisiensi
yang ditawarkan oleh cryptocurrency sangat menarik, perlindungan konsumen, kepatuhan
hukum, dan penegakan peraturan tetap menjadi prioritas untuk memastikan penggunaan
yang aman dan berkelanjutan dari teknologi ini. 
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Isu  keamanan  dan  perlindungan  data.  Dalam  lingkungan  yang  terdesentralisasi
seperti blockchain,  keamanan data menjadi krusial karena potensi risiko serangan cyber
dan  pencurian  informasi  sensitif.  Kasus-kasus  peretasan  platform  pertukaran
cryptocurrency dan dompet digital telah menyoroti kerentanan yang mungkin ada dalam
infrastruktur tersebut. Oleh karena itu, perlunya kerangka kerja keamanan yang ketat dan
langkah-langkah mitigasi risiko yang efektif menjadi penting untuk melindungi keamanan
dan privasi pengguna.

Selain  itu,  penting  juga  untuk  mempertimbangkan  aspek  internasionalisasi  dari
teknologi  cryptocurrency.  Pasar  cryptocurrency  tidak  terbatas  oleh  batas  negara,  yang
memunculkan pertanyaan tentang yurisdiksi hukum yang berlaku dalam transaksi  lintas
batas.  Perbedaan  dalam  pendekatan  regulasi  antar  negara  dapat  menciptakan
ketidakpastian  hukum  dan  kebingungan  bagi  pelaku  pasar  yang  beroperasi  secara
internasional. Oleh karena itu, kerja sama lintas-batas dan harmonisasi regulasi menjadi
penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi.

Di  samping  itu,  perlu  juga  dipertimbangkan  aspek  sosial  dan  ekonomi  dari
penggunaan  cryptocurrency.  Meskipun  banyak  yang  melihatnya  sebagai  inovasi  yang
memungkinkan inklusi keuangan dan akses yang lebih luas ke sistem keuangan global, ada
juga  kekhawatiran  tentang  dampaknya  terhadap  stabilitas  ekonomi  dan  keuangan
tradisional.  Volatilitas  harga  yang  tinggi  dan  spekulasi  pasar  yang  intensif  dapat
menciptakan  risiko  sistemik  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh  regulator  dan  pembuat
kebijakan.

Dalam  menghadapi  kompleksitas  ini,  penting  bagi  pemangku  kepentingan  untuk
berkolaborasi dalam merancang kerangka kerja regulasi yang sesuai dan memperhatikan
berbagai  aspek  hukum,  teknis,  sosial,  dan  ekonomi  yang  terlibat  dalam  penggunaan
teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan. Dengan pendekatan yang holistik dan
berkelanjutan,  kita  dapat  memanfaatkan  potensi  positif  dari  cryptocurrency  sambil
meminimalkan risiko yang terkait dengannya. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan
adalah tantangan yang muncul dalam menentukan tanggung jawab hukum dalam kasus
transaksi yang melibatkan cryptocurrency.

Sifat  terdesentralisasi  dari  teknologi  blockchain  membuat  sulit  untuk  menetapkan
siapa  yang  bertanggung  jawab  dalam  kasus  kehilangan  dana  atau  ketidakpatuhan
terhadap  kontrak  pintar  (smart  contracts).  Ketika  konflik  muncul,  masalah  ini  dapat
menjadi kompleks karena kurangnya otoritas sentral yang dapat menegakkan hukum atau
menyelesaikan sengketa.

Selanjutnya,  masalah  terkait  dengan  kepatuhan  hukum  dan  privasi  juga  perlu
dipertimbangkan.  Beberapa  cryptocurrency,  seperti  Bitcoin,  menawarkan  tingkat
anonimitas yang tinggi, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan yang
disalahgunakan untuk tujuan kriminal, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang,
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atau pendanaan terorisme. Sementara itu, ada juga kebutuhan untuk melindungi privasi
pengguna yang sah dan hak-hak individu dalam lingkungan digital yang semakin terhubung
dan terpapar.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perkembangan teknologi blockchain di luar
cryptocurrency, seperti kontrak pintar (smart contracts) dan tokenisasi aset. Kontrak pintar
memungkinkan untuk otomatisasi eksekusi kontrak tanpa perantara, sementara tokenisasi
aset memungkinkan aset tradisional, seperti properti atau saham, untuk direpresentasikan
dalam  bentuk  digital.  Implikasi  hukum  dari  penggunaan  teknologi  ini  masih  belum
sepenuhnya  dipahami,  dan  perlu  untuk  terus  memantau  perkembangan  regulasi  yang
relevan  dalam  hal  ini.  Berikut  beberapa  tambahan  aspek  yang  relevan  dalam  diskusi
mengenai  implikasi  hukum  dari  penggunaan  teknologi  cryptocurrency  dalam  transaksi
keuangan:

Kesesuaian  dengan  Hukum  Keuangan  yang  Ada:  Peraturan  keuangan  yang  ada
mungkin  tidak  dirancang  dengan  mempertimbangkan  teknologi  cryptocurrency.  Oleh
karena itu,  perlu  untuk meninjau dan mungkin  memperbarui  undang-undang keuangan
yang ada agar sesuai  dengan konteks  baru ini.  Hal  ini  mencakup undang-undang yang
terkait dengan perbankan, pembayaran, sekuritas, dan pasar modal.

Kewajiban Perpajakan: Meskipun ada beberapa ketidakjelasan dalam klasifikasi pajak
cryptocurrency  di  berbagai  yurisdiksi,  pemerintah  biasanya  memiliki  kewajiban  untuk
memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari  transaksi  cryptocurrency dikenakan
pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. Ini  mencakup pajak capital gain,  pajak
transaksi,  atau  pajak  penghasilan  lainnya  tergantung  pada  struktur  perpajakan  yang
berlaku.

Perlindungan  Konsumen:  Aspek  perlindungan  konsumen  juga  menjadi  perhatian
utama, terutama dalam hal keamanan investasi dan hak-hak pengguna. Perlindungan ini
meliputi  kebijakan  pengembalian  dana,  transparansi  informasi,  dan  tanggung  jawab
platform  pertukaran  terhadap  kehilangan  aset  pengguna  akibat  kegagalan  teknis  atau
kejahatan siber.

Kerentanan Terhadap Kecurangan dan Manipulasi Pasar: Pasar cryptocurrency sering
kali  rentan  terhadap  kegiatan manipulasi  harga,  seperti  pump  and dump  schemes,  dan
penipuan  investasi.  Perlindungan  investor  dari  praktik-praktik  semacam  itu  menjadi
penting,  dan  regulator  perlu  memperkuat  pengawasan  dan  penegakan  hukum  untuk
mencegah tindakan yang merugikan ini.

Ketidakpastian  Hukum  dalam  Pengembangan  Teknologi  Baru:  Inovasi  dalam
ekosistem  cryptocurrency  terus  berlanjut,  dengan  pengembangan  konsep  seperti  DeFi
(Decentralized Finance), NFT (Non-Fungible Tokens), dan DAO (Decentralized Autonomous
Organizations). Implikasi hukum dari teknologi baru ini mungkin belum jelas atau belum

6



diatur,  dan  perlu  ada  kerangka  kerja  hukum  yang  fleksibel  untuk  mengakomodasi
perubahan teknologi ini.

Isu Kepatuhan Syariah: Bagi negara-negara dengan populasi yang mayoritas Muslim,
ada kebutuhan untuk menilai kepatuhan cryptocurrency terhadap prinsip-prinsip syariah.
Hal ini  mencakup aspek-aspek seperti  riba (bunga),  gharar (ketidakpastian),  dan haram
(halal atau tidak halal) dalam investasi cryptocurrency.

Perlindungan  Kekayaan  Intelektual:  Dalam  ekosistem  yang  inovatif  ini,  ada  juga
pertanyaan  tentang  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  terkait  dengan  teknologi
blockchain dan cryptocurrency. Perlindungan paten, merek dagang, dan hak cipta menjadi
penting  untuk  mendorong  inovasi  dan  melindungi  pencipta  dari  penyalahgunaan  atau
pencurian karya mereka.

Kerangka  Kerja  KYC  (Know  Your  Customer)  dan  AML  (Anti-Money  Laundering):
Implementasi praktik KYC yang kuat dan kepatuhan terhadap regulasi AML menjadi krusial
untuk mencegah penyalahgunaan cryptocurrency untuk tujuan kriminal seperti pencucian
uang dan pendanaan teroris. Hal ini dapat melibatkan penggunaan teknologi identifikasi
digital untuk memverifikasi identitas pengguna dan melacak asal-usul dana.

Pertimbangan  Hukum  Internasional:  Seiring  dengan  sifat  global  dari  pasar
cryptocurrency, konflik hukum lintas-batas dan kebutuhan untuk kerja sama internasional
dalam penegakan hukum dan regulasi menjadi semakin penting. Kolaborasi antar negara
dalam  mengembangkan  standar  global  dan  penanganan  kasus-kasus  lintas-batas  akan
memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang stabil. 

Terakhir,  ada  juga  kebutuhan  untuk  mempertimbangkan  implikasi  hukum  jangka
panjang  dari  evolusi  teknologi  cryptocurrency.  Seiring  dengan  perkembangan  teknologi
blockchain dan kepopuleran cryptocurrency, mungkin muncul pergeseran paradigma dalam
sistem keuangan global, dengan potensi dampak yang signifikan pada lembaga keuangan
tradisional,  kebijakan  moneter,  dan  stabilitas  sistemik.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk
memperhatikan perubahan dalam lanskap ekonomi dan keuangan yang mungkin terjadi
akibat adopsi luas dari teknologi cryptocurrency.

Dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek  hukum  ini  secara  komprehensif,
pemangku kepentingan dapat bekerja menuju regulasi yang seimbang dan berkelanjutan
untuk  mengelola  risiko  dan  mendorong  inovasi  yang  bertanggung  jawab  dalam
penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan.

Kesimpulan
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Penggunaan teknologi cryptocurrency dalam transaksi keuangan memiliki implikasi hukum
yang penting. Hal ini menuntut pembaharuan regulasi untuk mengakomodasi kompleksitas
dan dinamika pasar  baru  yang ditimbulkannya.  Regulasi  yang  tepat  dapat  memastikan
perlindungan konsumen,  mencegah penyalahgunaan,  dan meningkatkan keamanan serta
stabilitas  sistem  keuangan  secara  keseluruhan.  Selain  itu,  implementasi  yang  baik  dari
hukum terkait cryptocurrency juga dapat memfasilitasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang ada, penyesuaian
hukum yang bijaksana dapat mendukung perkembangan teknologi ini secara positif dalam
konteks transaksi keuangan global.
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